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ABSTRAK

Cindy Ramadani Rasyid. 04020220016): dengan Judul :Tinjauan
Yuridis Terhadap Perlindungan Ciptaan Yang Dihasilkan Dengan
Bantuan Kecerdasan Buatan Dalam Perspektif Hak Kekayaan
Intelektual”. Di bawah bimbingan oleh Dr. Ilham Abbas S.H.,M.H sebagai
Pembimbing Idan Rizki Ramadani S.H.,M.H sebagai Pembimbing. I

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status hukum karya yang
dihasilkan dengan bantuan kecerdasan buatan dalam sistem hak
kekayaan intelektual Indonesia serta merumuskan mekanisme
perlindungan hukumnya. Ketentuan peraturan perundang-undangan hak
cipta dianalisis melalui penafsiran sistematis, ekstensif, dan teleologis
guna menjawab permasalahan terkait originalitas dan subjek pencipta.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan
peraturan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan sejarah. Data
diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer,
sekunder, dan tersier, yang dianalisis secara kualitatif dengan metode
interpretasi hukum.

Hasil penelitan menunjukkan bahwa status hukum karya berbasis
kecerdasan buatan ditentukan oleh adanya kontribusi kreatif manusia.
Berdasarkan penafsiran Pasal 1 angka 2 jo. Pasal 1 angka 3 Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, karya yang dihasilkan
dengan bantuan kecerdasan buatan dapat dilindungi hak cipta sepanjang
terdapat kontribusi kreatif manusia yang substansial, sedangkan karya
yang dihasilkan sepenuhnya oleh kecerdasan buatan tanpa keterlibatan
kreatif manusia tidak memenuhi kualifikasi sebagai ciptaan. Perlindungan
hukum tersedia melalui mekanisme preventif dan represif, namun masih
terdapat kekosongan hukum terkait kriteria operasional kontribusi kreatif
manusia.

Sebagai rekomendasi, pemerintah perlu menetapkan pedoman teknis
melalui peraturan pelaksana untuk memperjelas kriteria kontribusi kreatif
manusia dalam pencatatan dan perlindungan ciptaan berbasis kecerdasan
buatan guna menjamin kepastian hukum.

Kata Kunci: Kecerdasan Buatan; Hak Cipta; Perlindungan Hukum;
Originalitas; Ciptaan Berbasis Kecerdasan Buatan.
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ABSTRACT

Cindy Ramadani Rasyid (04020220016): entitled "A Juridical Review
of the Protection of Works Generated with the Assistance of Artificial
Intelligence in the Perspective of Intellectual Property Rights."
Supervised by Dr. llham Abbas, S.H., M.H. as Principal Supervisor and
Rizki Ramadani, S.H., M.H. as Co-Supervisor.

This study aims to analyze the legal status of works generated with the
assistance of artificial intelligence within Indonesia's intellectual property
rights system and to formulate the appropriate legal protection
mechanisms. The provisions of copyright legislation are examined through
systematic, extensive, and teleological interpretation in order to address
issues pertaining to originality and the subject of authorship.

This research employs a normative juridical method with statutory,
conceptual, case-based, and historical approaches. Data were collected
through a library study of primary, secondary, and tertiary legal materials,
which were subsequently analyzed qualitatively using legal interpretation
methods.

The findings indicate that the legal status of artificial intelligence-based
works is determined by the existence of human creative contribution.
Based on the interpretation of Article 1 point 2 in conjunction with Article 1
point 3 of Law Number 28 of 2014 on Copyright, works generated with the
assistance of artificial intelligence may be afforded copyright protection
insofar as a substantial human creative contribution is present, whereas
works generated entirely by artificial intelligence without any human
creative involvement do not qualify as copyrightable works. Legal
protection is available through both preventive and repressive
mechanisms; however, a legal vacuum persists with respect to the
operational criteria for determining human creative contribution.

As a recommendation, the government should establish technical
guidelines through implementing regulations to clarify the criteria for
human creative contribution in the registration and protection of artificial
intelligence-based works, thereby ensuring legal certainty.

Keywords: Artificial Intelligence; Copyright; Legal Protection;
Originality; Artificial Intelligence-Generated Works
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BAB |
PENDAHULUAN

o A. Latar Belakang Masalah

Transformasi digital yang dipicu oleh kemajuan teknologi kecerdasan
buatan telah menghadirkan perubahan signifikan dalam berbagai dimensi
kehidupan manusia. Teknologi Kecerdasan buatan (artificial intelligence)
tidak hanya menawarkan efisiensi operasional, tetapi juga membuka
peluang inovasi dalam sektor kreativitas, industri, kesehatan, dan
pendidikan melalui kemampuannya mengolah big data, melakukan
pembelajaran mendalam, dan menghasilkan konten secara otonom.’
Platform Al generatif seperti ChatGPT, DALL-E, dan Midjourney telah
mendemonstrasikan kapabilitas luar biasa dalam menciptakan karya
intelektual mulai dari narasi tekstual, visualisasi artistik, komposisi musik,
hingga algoritma pemrograman. Meskipun demikian, akselerasi inovasi
teknologi ini memunculkan kompleksitas yuridis yang substansial,
terutama berkaitan dengan hak kekayaan intelektual dan konstruksi

hubungan kontraktual dalam ekosistem digital.

Di Indonesia, adopsi teknologi kecerdasan buatan (artificial
intelligence) mengalami percepatan signifikan dalam beberapa tahun

terakhir, terutama di sektor teknologi finansial, perdagangan elektronik,

1 Sapta Nur Fallah dan Frida Nur Masturi, "Perspektif Hukum Hak Kekayaan Intelektual
Hak Cipta Tantangan dan Peluang dalam Era Artificial Intelegent dan Revolusi Industri
@ 5.0," Journal of Innovative and Creativity, Vol. 5, No. 3 (2025), hlim 1

1
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dan industri kreatif digital yang semakin banyak mengintegrasikan
kecerdasan buatan dalam proses produksi konten dan layanan
konsumen.? Pertumbuhan ekosistem digital ini menciptakan peluang
ekonomi yang besar namun juga menghadirkan tantangan hukum yang
kompleks, khususnya terkait status kepemilikan dan perlindungan hak
kekayaan intelektual atas karya yang dihasilkan dengan bantuan teknologi

kecerdasan buatan.

Problematika yuridis mengenai status hukum karya yang dihasilkan
dengan bantuan kecerdasan buatan menjadi semakin kompleks ketika
dikaitkan dengan konsep fundamental hak cipta yang mensyaratkan
adanya unsur kreativitas manusia, originalitas, dan fiksasi dalam bentuk
nyata. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
mendefinisikan ciptaan sebagai "setiap hasil karya cipta di bidang ilmu
pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi,
kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian
yang diekspresikan dalam bentuk nyata,” yang secara implisit
mensyaratkan keterlibatan kognitif dan kreatif manusia.® Definisi ini
menimbulkan ambiguitas ketika diaplikasikan pada karya yang dihasilkan
dengan bantuan kecerdasan buatan, di mana batas antara kontribusi

kreatif manusia dan pemprosesan algoritma menjadi kabur. Ketika

2 Bagus Gede Ari Rama, Dewa Krisna Prasada, dan Kadek Julia Mahadewi, "Urgensi
Pengaturan Atrtificial Intelligence (Al) dalam Bidang Hukum Hak Cipta di Indonesia,"
Jurnal Rechtens, Vol. 12, No. 2 (Desember 2023), him. 209

3 Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5599, Pasal 1 angka 3.

2
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seorang desainer menggunakan Midjourney untuk menghasilkan ilustrasi
dengan memberikan prompt tertentu, atau seorang penulis menggunakan
ChatGPT untuk mengembangkan naskah, pertanyaan fundamental yang
muncul adalah: apakah karya tersebut dapat dikategorikan sebagai
"ciptaan" yang dilindungi hak cipta, dan sejauh mana kontribusi kreatif
manusia diperlukan agar karya berbasis kercadasan buatan memenunhi

kriteria originalitas?*

Ketidakpastian hukum mengenai status karya berbasis kecerdasan
buatan telah mulai memunculkan persoalan praktis di Indonesia.
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mencatat adanya peningkatan
konsultasi dari pelaku industri kreatif mengenai pendaftaran hak cipta
untuk karya yang dihasilkan menggunakan platform kecerdasan buatan
generatif, namun hingga saat ini belum ada pedoman teknis yang jelas
mengenai bagaimana karya semacam ini seharusnya diperlakukan dalam
sistem pendaftaran hak cipta.> Para pemohon mengalami kesulitan dalam
menjelaskan kepada petugas DJKI mengenai kontribusi kreatif manusia
dalam proses penciptaan tersebut, karena formulir pendaftaran yang ada
tidak mengakomodasi kategorisasi karya berbasis kecerdasan buatan

(artificial intelligence).

4 |bid

5 Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, "Kecerdasan Buatan (Al) sebagai Objek
Hukum vs Subjek Hukum dalam Pelindungan Kekayaan Intelektual," 27 Januari 2024,
https://www.dgip.go.id/index.php/artikel/detail-artikel-berita/kecerdasan-buatan-ai-
sebagai-objek-hukum-vs-subjek-hukum-dalam-pelindungan-kekayaan-
intelektual?kategori=liputan-humas

3
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Signifikansi permasalahan ini semakin krusial seiring percepatan
adopsi kecerdasan buatan (artificial intelligence) secara global. Di
Indonesia, ekosistem kecerdasan buatan mengalami perkembangan
signifikan dengan proliferasi startup teknologi dan korporasi yang
mengintegrasikan kecerdasan buatan dalam arsitektur bisnis mereka.
Namun, kecepatan inovasi teknologi tidak diimbangi kesiapan infrastruktur
hukum yang memadai, khususnya dalam mengatur dimensi kontraktual
penggunaan ciptaan berlisensi oleh kecerdasan buatan yang berpotensi

mengakibatkan ketidakpastian hukum dan eskalasi sengketa.®

Permasalahan status hukum karya berbasis kecerdasan buatan
(artificial intelligence) menjadi semakin krusial ketika dikaitkan dengan
karakteristik kecerdasan buatan sebagai alat bantu (tools) dalam proses
kreatif. Berbeda dengan alat konvensional seperti kuas, kamera, atau
software editing yang bersifat pasif dan sepenuhnya dikendalikan
manusia, kecerdasan buatan memiliki kkmampuan generatif yang dapat
menghasilkan output secara otonom berdasarkan algoritma pembelajaran
mesin.” Dalam konteks ini, timbul pertanyaan fundamental mengenai
batas antara "menggunakan kecerdasan bautan sebagai alat bantu”
dengan "kecerdasan buatan yang menciptakan secara mandiri" apakah
pengguna yang memberikan prompt kepada kecerdasan buatan dapat

dianggap sebagai pencipta yang menggunakan alat, ataukah hanya

6 Mahadewi, K. J., Prasada, D. K., & Rama, B. G. A. (2023). Urgensi pengaturan artificial
intelligence (Al) dalam bidang hukum hak cipta di Indonesia. Jurnal Rechtens, 12(2), him.
210.

7 World Intellectual Property Organization (WIPO), Op. Cit., him. 15-18.

4
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sebagai penginstruksi yang hasilnya sangat bergantung pada kapabilitas
algoritma kecerdasan buatan (artificial intelligence) itu sendiri? Pasal 1
angka 2 UU Hak Cipta mendefinisikan pencipta sebagai "seorang atau
beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama
menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi," namun tidak
memberikan klarifikasi mengenai tingkat kontribusi kreatif manusia yang
diperlukan ketika menggunakan teknologi dengan kemampuan generatif
seperti kecerdasan buatan.? Ketiadaan kejelasan mengenai kriteria
"penggunaan kecerdasan buatan (artificial intelligence) sebagai alat" yang
masih memenuhi syarat originalitas dan kontribusi kreatif manusia dapat
memicu sengketa hukum dan menghambat pertumbuhan industri kreatif

digital.

Respons regulasi global terhadap isu karya berbasis kecerdasan
buatan (artificial intelligence)menunjukkan variasi pendekatan yang
signifikan. Amerika Serikat melalui U.S. Copyright Office mengeluarkan
guideline yang menegaskan bahwa karya yang sepenuhnya dihasilkan
kecerdasan buatan tanpa kontribusi kreatif manusia tidak eligible untuk
proteksi hak cipta, namun karya yang dihasilkan dengan bantuan
kecerdasan buatan dimana terdapat kontribusi kreatif manusia yang cukup
signifikan dapat memperoleh perlindungan hak cipta.® Di sisi lain, Inggris

memberikan perlindungan hak cipta untuk karya yang dihasilkan komputer

8 Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 1 angka 2.
° United States Copyright Office, Compendium of U.S. Copyright Office Practices, Third
Edition (Washington, D.C.: U.S. Copyright Office, 2021), Section 313.2, tersedia di
https://www.copyright.gov/comp3/
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(computer-generated works) dengan menetapkan bahwa orang yang
melakukan pengaturan yang diperlukan untuk penciptaan karya tersebut
dianggap sebagai pencipta. Divergensi pendekatan regulasi ini
menciptakan tantangan bagi pelaku industry kecerdasan buatan (artificial
intelligence) yang beroperasi lintas yurisdiksi, serta mengakibatkan
ketidakpastian dalam konstruksi kontrak lisensi yang melibatkan

kecerdasan buatan

Kerangka hukum Indonesia terkait hak cipta dan kontrak telah tersedia,
namun belum secara eksplisit mengakomodasi kompleksitas yang
dihadirkan teknologi kecerdasan buatan. Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan proteksi kepada pencipta atau
pemegang hak cipta atas karya original, dengan Pasal 1 angka 2
mendefinisikan pencipta sebagai subjek hukum yang menghasilkan
ciptaan.’® Regulasi ini menjadi landasan fundamental proteksi karya
intelektual di Indonesia, namun ketentuan-ketentuannya dikonstruksi
sebelum proliferasi kecerdasan buatan generatif, sehingga tidak secara
eksplisit mengatur status hukum karya yang dihasilkan dengan atau oleh

kecerdasan buatan.

Pasal 1 angka 3 UU Hak Cipta mendefinisikan ciptaan sebagai "setiap
hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang

dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecepatan,

10 Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 1 angka 2.
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keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.!’
prasyarat, yang menimbulkan ambiguitas terkait kategorisasi karya
kecerdasan buatan yang dihasilkan dengan minimal atau tanpa intervensi
manusia. UU Hak Cipta Indonesia belum mengatur secara tegas
mengenai karya seni buatan kecerdasan buatan, sehingga menimbulkan

ketidakpastian hukum dan risiko pelanggaran hak cipta.'?

Kekosongan norma dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014
tentang Hak Cipta dapat diidentifikasi secara spesifik pada beberapa
aspek fundamental. Pertama, Pasal 1 angka 3 UU Hak Cipta
mendefinisikan ciptaan sebagai "setiap hasil karya cipta yang dihasilkan
atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan,
atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata", yang secara
implisit mensyaratkan keterlibatan kognitif dan kreatif manusia.’® Definisi
ini menimbulkan ambiguitas ketika diaplikasikan pada karya yang
dihasilkan dengan bantuan kecerdasan buatan (artificial intelligence), di
mana batas antara kontribusi kreatif manusia dan pemprosesan algoritma
menjadi kabur. Kedua, Pasal 1 angka 2 yang mendefinisikan pencipta
sebagai "seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau

bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan

1 Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 1 angka 3.
12 Budhi Pinasty dkk, Perlindungan Hak Cipta Atas Plagiarisme Karya Seni Menggunakan
Artificial Intelligence (Al) Yang Dikomersilkan Volume 2 ; Nomor 6 ; Juni 2024), Page 331-
336

3 Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, LN No. 266
Tahun 2014, TLN No. 5599, Pasal 1 angka 3.
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pribadi" tidak memberikan klarifikasi mengenai status hukum karya yang
proses penciptaannya melibatkan teknologi kecerdasan yang memiliki

kapabilitas generatif.’4

Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi
menjadi instrumen legal tambahan yang relevan dalam konteks
penggunaan data untuk training kecerdasan buatan (artificial intelligence).
UU PDP mengatur mekanisme pengumpulan, pemrosesan, dan
pemanfaatan data pribadi, yang krusial mengingat banyak mode
kecerdasan buatan dilatih menggunakan dataset yang mengandung
informasi pribadi.’® Dalam konteks kontrak lisensi, UU PDP menambah
dimensi kompleksitas karena pemanfaatan data berlisensi untuk
kecerdasan buatan harus mempertimbangkan aspek proteksi data pribadi

di samping hak cipta.

Dimensi hukum perdata terkait karya yang dihasilkan dengan bantuan
kecerdasan buatan diatur melalui ketentuan umum dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata, khususnya Buku Il tentang Perikatan. Pasal
1338 KUHPerdata menegaskan bahwa "semua persetujuan yang dibuat
sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi
mereka yang membuatnya."'® Asas kebebasan berkontrak memberikan
keterbukaan kepada setiap individu untuk membuat kontrak dengan pihak

lain dan merupakan asas yang penting dalam mendorong transaksi-

14 Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 1 angka 2.
15 Indonesia, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
18 Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Pasal 1338.
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transaksi ekonomi di masyarakat.'”” Dalam konteks karya berbasis
kecerdasan buatan (artificial intelligence), prinsip ini menjadi relevan
ketika terdapat perjanjian antara pengguna kecerdasan buatan dengan
penyedia platform mengenai kepemilikan hak cipta atas karya yang
dihasilkan, namun ketentuan umum dalam KUHPerdata belum secara
spesifik mengatur implikasi hukum ketika karya dihasilkan dengan
bantuan teknologi yang memiliki kemampuan generatif seperti kecerdasan

buatan.

Indonesia hingga saat ini belum memiliki regulasi khusus yang secara
komprehensif mengatur penggunaan, pengembangan, dan pengawasan
kecerdasan buatan (artificial intelligence). Perkembangan pesat
kecerdasan buatan di berbagai sektor seperti industri, kesehatan, dan
pendidikan memunculkan tantangan hukum dan etika yang belum diatur
secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan yang ada di
Indonesia.'® Kekosongan regulasi ini menciptakan ketidakpastian hukum
yang signifikan, terutama dalam konteks bisnis dan investasi teknologi.
Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menerbitkan Surat Edaran
Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tanggal 19
Desember 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial, yang salah satu

poinnya menyebutkan bahwa penyelenggaraan kecerdasan buatan

17 Martiana Annisa Ayu, "Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Surogasi di
Indonesia dari Perspektif Hukum Perdata dan Etika," Perspektif Hukum, Vol. 24, No. 2
(Desember 2024), him. 296

8 G.A.R. Bagus, dkk., Op. Cit., him. 211.
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tunduk pada prinsip sesuai peraturan perundang-undangan.’® Namun,
surat edaran ini memiliki keterbatasan karena sifatnya yang tidak
mengikat secara yuridis dan lebih berfokus pada prinsip-prinsip normatif

daripada mekanisme enforcement yang konkret.

@ Urgensi pengaturan artificial intelligence dalam rezim hukum hak cipta
di Indonesia semakin meningkat karena kecerdasan buatan (artificial

intelligence) belum diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor

13 Tahun 2016 tentang Paten maupun UU Hak Cipta, meskipun terdapat
pengaturan program komputer yang memiliki efek teknik yang dapat
dipatenkan.?® Dari perspektif ekonomi, ambiguitas regulasi mengenai
penggunaan ciptaan berlisensi oleh kecerdasan buatan dapat berdampak
negatif terhadap iklim investasi teknologi di Indonesia. Investor dan pelaku
industri memerlukan kepastian hukum untuk membuat keputusan bisnis
yang tepat, termasuk dalam menyusun kontrak lisensi dan perjanjian

kerjasama.

Dari perspektif teori hukum, penelitian ini memiliki signifikansi akademis
dalam mengembangkan pemahaman tentang bagaimana prinsip-prinsip
hukum kontrak tradisional dapat diadaptasi untuk mengakomodasi realitas
teknologi disruptif. Pertanyaan fundamental tentang subjek hukum, objek
hukum, kapasitas untuk berkontrak, dan pertanggungjawaban hukum

dalam konteks Kecerdasan buatan (artificial intelligence) memerlukan

° 19 Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, "Kecerdasan Buatan (Al) sebagai Objek
Hukum vs Subjek Hukum dalam Pelindungan Kekayaan Intelektual," Kemenkumham R,
o 27 Januari 2024, https://www.dgip.go.id/.
20 DJKI, Op. Cit.
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@ reinterpretasi dan pengembangan teori hukum yang sesuai dengan

perkembangan zaman.

@ Dalam perspektif hukum Islam yang menjadi salah satu sumber hukum
materiel di Indonesia, persoalan kepemilikan dan lisensi karya intelektual
memiliki landasan normatif yang kuat. Al-Qur'an Surah Al-Bagarah ayat
188
O3 5 (Yl O 015 a5 R0 ) G G 1318 il S A0 13RE 5

@

Artinya; Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang
batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para
hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang

lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.?!

Ayat ini memberikan prinsip fundamental tentang perlindungan hak
kepemilikan, termasuk hak atas karya intelektual yang merupakan hasil
usaha dan kreativitas seseorang. Dalam konteks lisensi konten Al, prinsip
ini mengindikasikan bahwa penggunaan karya orang lain, baik sebagai
data pelatihan maupun sebagai output kecerdasan tanpa izin dan
kompensasi yang adil dapat dikategorikan sebagai pengambilan hak

o secara batil. Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Fatwa Nomor

1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

e 21 Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah (2): 188.
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telah menegaskan bahwa HKI merupakan hak yang dilindungi syariah,

dan pelanggaran terhadapnya termasuk perbuatan yang dilarang.??

Berdasarkan seluruh uraian di atas, penelitian ini memiliki posisi
strategis dalam mengisi kekosongan pengetahuan akademis sekaligus
memberikan solusi praktis terhadap problematika hukum yang nyata
dihadapi oleh ekosistem industri kreatif digital Indonesia. Kompleksitas
permasalahan yang ditimbulkan oleh teknologi kecerdasan buatan
(artificial intelligence) dalam konteks hak kekayaan intelektual mulai dari
ambiguitas status hukum ciptaan, ketidakpastian mengenai atribusi
kepemilikan, hingga kesulitan dalam menerapkan mekanisme
perlindungan hukum yang ada menuntut kajian yuridis yang komprehensif
dan mendalam. Kekosongan regulasi spesifik dalam UU No. 28 Tahun
2014 tentang Hak Cipta, dikombinasikan dengan percepatan adopsi
teknologi kecerdasan buatan di Indonesia dan keterlambatan Indonesia
dibandingkan negara-negara lain dalam merumuskan framework hukum
yang adaptif, menciptakan urgensi tinggi untuk segera mengembangkan
konstruksi yuridis yang dapat memberikan kepastian hukum. Melalui
pendekatan yuridis normatif yang mengintegrasikan analisis hukum positif
Indonesia, penelitian ini berupaya merumuskan status hukum ciptaan
yang dihasilkan dengan bantuan kecerdasan buatan dan mengkonstruksi
mekanisme perlindungan hukum yang aplikatif dalam kerangka sistem hak

kekayaan intelektual Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat

22 Majelis Ulama Indonesia (MUI), Fatwa Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang
Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
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memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan doktrin hukum hak
cipta di era digital sekaligus kontribusi praktis berupa rekomendasi
kebijakan yang dapat diimplementasikan oleh Direktorat Jenderal
Kekayaan Intelektual, praktisi hukum, pelaku industri kreatif, dan pembuat
kebijakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif berbasis

teknologi yang adil dan berkelanjutan.

B. Rumusan Masalah

Berdassarkan uraian diatas, yang menjadi inti permasalahan dalam

penelitian ini adalah :

1. Bagaimana status hukum karya yang diciptakan dengan bantuan
kecerdasan buatan (artificial intelligence) dalam pengaturan hak
kekayaan intelektual ?

2. Bagaimana perlindungan hukum suatu ciptaan yang dihasilkan
dengan bantuan kecedasan buatan (artificial intelligence) menurut

hukum aturan mengenai hak kekayaan intelektual ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada perumusan masalah di atas maka yang menjadi

tujuan penelitian adalah :

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan status hukum karya yang
diciptakan dengan bantuan kecerdasan buatan (artificial intelligence)

dalam pengaturan hak kekayaan intelektual

13

Z'l—.l turnltln Page 23 of 34 - Integrity Submission Submission ID  trn:oid:::1:3492542833



z"-.l turnltln Page 24 of 34 - Integrity Submission Submission ID  trn:oid:::1:3492542833

2. Untuk menganalisis dan merumuskan perlindungan hukum suatu
ciptaan yang dihasilkan dengan bantuan kecedasan buatan (artificial

intelligence) menurut hukum aturan mengenai hak kekayaan intelektual

D. Kegunaan Peneltian

Adapun kegunaan atau manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini

adalah :

1. Manfaat Teoritis :
Penelitian ini  memberikan kontribusi  signifikan  terhadap
pengembangan ilmu hukum kekayaan intelektual di Indonesia dengan
mengadaptasi prinsip-prinsip tradisional seperti konsep kepengarangan
(authorship), orisinalitas, dan fiksasi dalam UU Nomor 28 Tahun 2014
tentang Hak Cipta terhadap realitas penciptaan berbasis kecerdasan
buatan (artificial intelligence). Penelitian ini merumuskan konstruksi
yuridis baru mengenai kriteria pembeda antara "karya murni
kecerdasan buatan" yang tidak dapat dilindungi dengan "karya dengan
bantuan kecerdasan buatan" yang memenuhi syarat perlindungan hak
cipta, sehingga memperkaya pemahaman teoritis dan mengisi
kekosongan literatur akademis di Indonesia. Selain itu, penelitian ini
mengintegrasikan perspektif multidisipliner yang menggabungkan
hukum hak cipta, hukum kontrak, perlindungan data pribadi, dan hukum
Islam untuk membangun kerangka teori yang lebih inklusif dan

komprehensif dalam menghadapi tantangan teknologi disruptif.
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2. Manfaat Praktis :
Penelitian ini menawarkan manfaat langsung bagi berbagai pemangku
kepentingan dalam ekosistem kekayaan intelektual dan ekonomi kreatif
digital Indonesia. Bagi kreator dan seniman digital, penelitian ini
menyediakan panduan praktis untuk memahami status hukum karya
yang dihasilkan dengan bantuan kecerdasan buatan (artificial
intelligence) dan langkah-langkah perlindungan yang dapat ditempuh.
Bagi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dan pembuat
kebijakan, penelitian ini menawarkan rekomendasi kebijakan dan
mekanisme perlindungan hukum yang dapat diimplementasikan dalam
kerangka hukum yang ada tanpa menunggu revisi legislasi. Bagi
praktisi hukum dan akademisi, penelitian ini menjadi referensi dalam
penanganan kasus sengketa hak cipta berbasis kecerdasan buatan
(artificial intelligence) dan pengembangan kurikulum pendidikan hukum

teknologi.
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